PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

- NOMOR 1 *| TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2011




Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
dan pendapatan asli daerah yang menunjang
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
perlu mengatur Jasa pelayanan fasilitas
Penyeberangan Di Atas Air;

bahwa untuk memberikan pelayanan fasilitas
retribusi penyeberangan di atas air di lingkungan
daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya
pedoman pengaturan, penertiban terhadap
pengenaan objek retribusi;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
Undang-undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3493); .

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas .
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4267);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1306, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2009 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

10.
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12,

13,

Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan;

Pemerintah Daerah adalah Eupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi sesuai dengan Peratura . Perundang-undangan yang berlaku;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan;

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Konawe
Selatan;

Sarana Sungai, Penyeberangan dan transportasi angkutan adalah Sarana Sungai,
Penyeberangan dan transportasi angkutan yang memenuhi kelaikan dan
persyaratan teknis;

Prasarana adalah tempat kegiatan yang dibangun oleh Pemerintah, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang dilengkapi
dengan fasilitas operasional yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah Perairan dan Daratan pada
pelabuhan umum vang digunakan secara langsung untuk kegiatan
penyeberangan;

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah Wilayah perairan disekeliling
daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan umum yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

Angkutan diperairan adalah Angkutan yang dilakukan di Sungai dan Angkutan
Penyeberangan;

Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang
dilakukan disungai untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan
yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai;



14. Angkutan Sungai Khusus adalah kegiatan angkutan sungai yang dilakukan untuk
melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak
melayani pihak lain

15. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan
bergerak yang menghubungkan 2 (dua) tempat yang terputus karena adanya
perairan untuk mengangkut penumpang, kenderaan beserta barang;

16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan
dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk, kenderaan
dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah;

17. Usaha Angkutan Sungai adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan
memungut bayaran yang diselenggarakan disungai, waduk, rawa, kanal dan
terusan dengan menggunakan kapal sungai;

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

! Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

1 19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

» menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan;

20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

S menganut  prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta; .

21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Retribusi;

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap;

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

P 24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

il melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda;




27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang

atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan
di air dan pelayanan kepelabuhanan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
penyeberangan di air termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jumlah
pengguna dan berat barang dikali besarnya tarif retribusi.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan
yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air :

a. Penumpang Orang: -
1. Dewasa Rp.2000,- Perorang sekali
2. Anak-anak Rp. 1000,- Perorang sekali

b. Penumpang Barang:
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.500,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.1000,-Sekali

¢. Penumpang Kendaraan Roda Dua:
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.1500,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.1000,-Sekali

d. Penumpang Kendaraan Roda Tiga:
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.1500,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.2000,-Sekali

e. Penumpang Kendaraan Roda Empat:
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.3000,- Sekali




2. Berat diatas 50 Kg Rp.4000,-Sekali

f. Penumpang Kendaraan Roda Enam:
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.5000,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.7.000,-Sekali

g. Penumpang Kendaraan Di atas Roda Enam :
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.10.000,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.15.000,-Sekali

h. Penumpang Ternak
1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.10.000,- Sekali
2. Berat diatas 50 Kg Rp.15.000,-Sekali

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

il M

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan.
BAB VIii
PEMUNGUTAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
: § ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
{
! (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
~ (3) Waijib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau
| dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
{
—~ | (4) Waijib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang
| ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan
menggunakan SSRD

(5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi.

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data
yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terhutang maka dikeluarkan STRu;
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(7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen
lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
(3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

(8) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, retribusi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal Waijib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari retribusi yang terutang yang tid. k atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan
dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat
lain yang sejenis.

(2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 13
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanggubh jika:
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a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi daerah;

10
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(4)

meminta keterangan dan babhan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana.

BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten
Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Februari 2011
BUPATI KONAWE S

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

oy

H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
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